TAHUN : 2019

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

WO CIHGON!

NOMOR: 9

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA CILEGON,

bahwa untuk penyeragaman dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja, program dan kegiatan serta
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun
Anggaran 2020, sebagai pedoman penyusunan rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan
dalam rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota
Cilegon Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, .
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4890); '

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5333};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
taliun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; _

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah,;

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN
ANGGARAN 2020. '

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

—~
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Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali
Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan. :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Dinas adalah Dinas Daerah Kota Cilegon.

Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD
adalah Badan, Kantor dan RSUD Kota Cilegon.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah
ulisur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan
Kota Cilegon.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasatkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah
personil PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kota
Cilegon seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah
lainnva.
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Pegawai non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh
pemerintah kota Cilegon untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan.dan
pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan
administrasi sesuai dalam krangka sistem kepegawaian
yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil
Pengguna  Anggaran adalah  pejabat  pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya. '
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnva
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 {lima} tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah  selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan
kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja dan Anggdaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPPA-OPD
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran. '

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selanjuinya disingkat DPPA-
PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggarar.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang, meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Wali Kota yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah. '
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Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah, :
Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas koordinasi
pada beberapa kegiatan pada suatu program sesuai
bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD selanjutnya
disingkat PPK-OFD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat
Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
padaOPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang
ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan tertentu.
Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang
berfungsi sebagai kasir dan pembuat dokumen
pengeluaran guna membantu bendahara pengeluaran
dan  bendahara  pengeluaran  pembantu  dalam
melaksanakan kegiatan.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas

Bendahara Penerimaan dalam menerimms mansrismea s
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Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pegawai non
fungsional yang ditunjuk untuk membantu kelancaran
tugas Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara
Penerimaan Pembantu.

Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa pfogram.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali
Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan. .
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah. '
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Nasrah
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Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara tferus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh
atan sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuban dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaf;a.n
tahun berikutnya. '

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

vang alkan atan telah Adirawai oahithmirmane Aoesreman
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Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah
penyusunan rencana kKeuangan tahunan yang dilakukan
secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan
pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. _
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan
masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan Organiéasi
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan adalah sebagian dari program yang
dilaksanaan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan  pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran ({output] dalam
bentuk barang dan jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan.

Hawil fvittrnrmal adalntls Py P e
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali. _
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajb dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundangan atau akibt lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memeriukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Investasi adalah penggunan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam,
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masUk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan Kegiatan
dalam satu periode, -
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Pengg una Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pendanatan Asli Daerah eelaninfnva dicinal-o+ DA
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Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan.
Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Pasal 2

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan
dalam penyusunan perencanaan dan pengangsaran
RKA-OPD dan RKA-PPKD sesuai Analisis Standar
Belanja (ASB) Standar Biaya (SB) dan Standar Satuan
Harga (SSH) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Pedoman ini ditujukan untuk
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Pasal3

(1) Pedoman Penyusunan RKA-OPD dan PPKD Kota Cilegbn
Tahun Anggaran 2020, meliputi :

a, latar belakang;
b. prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2020;

c. kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2020;
d. teknis penyusunan RKA-OPD/PPKD; dan

e. hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan RKA-OPD dan PPKD Kota
Cilegon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

(3) Kode Rekening Belanja dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal4
Peraturan Wali Kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 29 April 2019
WALI KOTA CILEGON,
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Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 29 April 2019
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